BAB VI

PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pertanggung jawaban dalam

sengketa paduo (sistem bagihasil ternak sapi di Desa Penawar Kecamatan Sitinjau

Laut Kabupaten Kerinci), yang disebabkan kelalain dan hal-hal lain nya yang

menyebabkan salah satu pihak atau pihak lain yang dirugikan :

1. Pertangung jawaban atas sengketa yang telah memiliki putusan dari lembaga adat
belum seluruh nya terlaksana. Hal ini dilihat dari kasus-kasus yang terjadi pihak-
pihak yang seharus nya mendapatkan ganti rugi belum mendapatkan hak yang
seharusnya telah dipenuhi bahkan sampai saat ini masih ada gantirugi yang belum
terlaksana secara penuh, kemudian dalam menjatuhkan putusan, lembaga adat
mempertimbangkan aspek berdasarkan fakta dan bukti dari pihak-pihak yang
bersangkutan. Gunana untuk kepentingan bersama dan mencipatakan keaadaan

sosial yang tetap terjaga baik.

2. Kendala yang dihadapi dalam menuntut ganti rugian kepada pihak yang telah
ditetapkan oleh lembaga adat waktu pemberian ganti rugi terlalu singkat serta
pemenuhan hak kedua belah pihak dalam perjanjian awal ada yang tidak
terlaksana, upaya untuk mengatasinya adalah pihak adat lebih peka dan teliti
sebelum memutuskan perkara, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal
tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan, agar setiap keputusan yang di
putuskan oleh lembaga adat dapat di berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,

kemudian agar meminimalisir terjadinyas sengketa para pihak yang melakukan
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perjanjian paduo dalam perjanjiannya membuat tempo waktu, sehingan dapat
memberi mamfaat satu samalain.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam kesimpulan dan uraian-uraian pada

bab sebelumnya maka penulis ingin memberikan saran-saran

1. Pihak yang telah ditetapkan lembaga adat untuk menganti kerugian seharusnya
mentaati keputusan dari lembaga adat, agar tidak terjadi hal yang sama pada kasus
lain dan pihak pemilik dan peternak sama-sama mendapatkan keuntungan dari sapi
yang dipaduokan dan membuat orang yang sedang melakukan perjanjian ini lebih
berhati-hati, agar para pihak yang melakukan perjanjian paduo dapat menerima hasil
yang diharapkan kemudian agar meminimalisir terjadinya sengketa para pihak yang
melakukan perjanjian paduo dalam perjanjiannya membuat tempo waktu, sehingan
dapat memberi mamfaat satu samalain.

2. Memberika waktu pembayaran yang sesuai dengan denda atau ganti rugi sesuai
dengan penghasilan dan besaran ganti rugi yang telah di telah ditetapkan
memberikan kelongaran dalam waktu pembayaran ganti rugi agar pikah yang telah

ditetapkan kemudian
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